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Naik Peringkatkah Kita?

Provinsi Kalimantan Barat mengalami kenaikan
peringkat untuk soal laporan pertanggungjawaban ke-
uangan. Kalbar mendapat penilaian Wajar dengan Pe-
ngecualian (WDP) dari BPK RI. Ini diungkapkan oleh
Gubemur Comelis saat menghadiri rapat pertanggung-
jawaban pelaksanaan APBD di DPRD.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya. Sejumlah fraksi
di DPRD Kalbar menyoroti persolan asset yang belum
tertata dengan baik selama ini. Desakan pembentukan
pansus asset terus dilontarkan. Gubernur Comnelis se-
bagai perwakilan pemerintah provinsi tidak mau jelas
tak mau disalahkan.

Kalbar, Comelis kepada sejumlah wartawan usai pari-
puma Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi menegaskan
hasil audit BPK itu nantinya akan diserahkan kepada
DPRD. Dengan nada satire orang nomor satu di Kalbar
ini justru menyindir pihak lain yang menuding lemahnya
kinerja eksekutif.

Gubemur Comelis menyatakan, pada masa kepemim-
pinannya semua asset sudah tercatat dengan baik.
Bahkan, di masa kepemimpinannya, semua asset di-
catat. Menurutnya, pada masa pemerintahan dia, Pem-
prov Kalbar mengalami peningkatan. “Pemprov menda-
patkan penilaian disclaimer opinion,” tegas Comelis.

Lontaran kalangan legislative dan Statemen Gubemur
untuk pengelolaan asset Pemprov merupakan dinamika
demokrasi yang tengah tersaji saat ini. Sebagai lemba-
ga yang memiliki fungsi pengawasan, legislative tentu
berada pada pijakan yang benar ketika melontarkan
kecurigaan terhadapa pengelolaan asset Pemprov. Di
sisilain, jawaban yang diberikan Gubemur kepada pub-
lik juga bukan suatu yang mengada-ada. Tanpa dukungan
data dan fakta yang sahih tentu Gubernur Comelis tak
akan ‘sembarang bunyi'.

Opini wajar dengan pengecualian (WDP) yang diberi-
kan BPK RI tentu merupakan suatu hasil obyektif dan
terukur dari sebuah laporan yang dibuat Pemprov terha-
dap pengelolaan asetnya. Di sisi lain, semangat kritis
yang diusung kalangan dewan juga bukan sesuatu yang
memalukan untuk disuarakan.

Kita melihat kedua unsur pemerintahan sudah me-
mainkan dan memerankan fungsi dan posisinya secara
proporsional. Sebagai warga biasa kita hanya bisa ber-
harap, dinamika politik yang tengah dimainkan oleh
eksekutif dan legislative saat ini diniatkan untuk mening-
katkan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat
Kalbar. Bukan untuk menekankan ego, sentimen dan
kepentingan kelompok masing-masing. Semoga.




